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Kata Pengantar 


Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Swt., puji dan dukungan para 
pihak, maka buku berjudul “Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative 
Justice” pada akhirnya dapat terbit. 


Buku ini sampai ke hadapan pembaca adalah merupakan disertasi 
penulis pada Program Doktor, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
tahun 2015. Pada pokoknya berisi uraian tentang Penyelesaian Perkara 
Pidana di Luar Pengadilan oleh Kejaksaan. Upaya tersebut perlu segera 
dilakukan mengingat praktik peradilan saat ini, sering kali diwarnai sorotan 
negatif masyarakat terhadap penuntutan perkara pidana oleh jaksa yang 
dianggap kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini terjadi karena 
banyak perkara-perkara yang nilai kerugiannya kecil atau pelakunya sudah 
tua yang menurut masyarakat tidak perlu diajukan ke pengadilan namun 
oleh jaksa tetap diajukan ke pengadilan. Tindakan tersebut dilakukan 
jaksa karena tidak ada aturan yang dapat dijadikan dasar bagi jaksa untuk 
penyelesaian perkara di luar pengadilan. Oleh karena itu, ke depan sistem 
peradilan pidana Indonesia perlu menerapkan mekanisme restorative justice, 
agar jaksa tidak perlu lagi mengajukan ke pengadilan perkara-perkara yang 
menurut keadilan masyarakat cukup diselesaikan di luar pengadilan. 


Penulis merasa berutang budi kepada banyak pihak yang telah memberi 
dukungan selama proses yang tidak mudah itu. Penulis mohon maaf jika 
tidak dapat menuliskan seluruhnya di sini. Dalam kesempatan ini, penulis 
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada 
para pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi 
ini. Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Prof. Dr. Abdul Razak, 
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Syukri Akub, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H. selaku 
Kopromotor yang di tengah-tengah kesibukannya yang sangat padat masih 
berkenan meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing, dan 
memberi masukan kepada penulis, baik dari aspek materi, metodologi, 
maupun bahasa penulisan. Semoga Allah Swt. membalas ketiganya dengan 
kebaikan dan kasih sayang. Amin. 


Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Prof. Dr. Muhadar, 
S.H., M.Si., Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., 
dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H selaku tim penguji yang telah memberikan 
masukan, saran, serta penilaian, serta Prof. Dr. Mochammad Zaidun, 
S.H., M.S. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga) selaku penguji 
eksternal pada ujian promosi. 


Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar- 
besarnya kepada Bapak Basrief Arief, S.H., M.H. dan Bapak H.M 
Prasetyo, S.H., Jaksa Agung Republik Indonesia, yang telah mengizinkan 
dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan 
menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana 
Universitas Hasanuddin Makassar. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. 
selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta para Pembantu 
Rektor. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin Makassar beserta para Pembantu Dekan, 
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu 
serta memberikan arahan selama menempuh studi. Seluruh Staf Pengajar 
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
Makassar yang telah berkenan membagi ilmunya dalam rangka memperkaya 
dan memperluas wawasan, kepekaan, dan ketajaman analisis penulis dalam 
memahami kajian ilmu hukum. 


Kepada kedua orang tua penulis Bapak Wasit Warsito (almarhum) 
dan Ibu Sudarti (almarhumah) yang meskipun telah tiada namun selalu 
memberikan inspirasi, kekuatan, dan semangat bagi penulis. Semoga Allah 
memberikan tempat yang layak di sisi-Nya, 


Kepada istri Susilaningtyas, ketiga anak kami Waluyo Cahyo Utomo, 
Dian Atika, dan Satya Wirawan, serta cucu tercinta Adinda Candrakanti 
Kinasih, atas perhatian, pengertian, dan penyemangatnya, yang tanpa henti 
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BABI 


Politik Kriminal 


Eksistensi perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang ditangani 
oleh penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses 
pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktivitas manusia 
baik aktivitas politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kausa terjadinya 
kejahatan (tindak pidana). Jelas dirasakan bahwa kejahatan (tindak pidana) 
marak ada dan berada di segala lini kehidupan. Sering terjadi di lingkungan 
keluarga, kelompok, masyarakat, aparatur pemerintah, bangsa atau negara 
dan bahkan berdimensi internasional (transnational crime). Sepanjang ada 
kehidupan dipastikan muncul kejahatan/tindak pidana dan karena itu pula 
terjadi perkara pidana. 


Menurut Bernes dan Teerers kejahatan (kriminalitas) akan selalu hadir 
dalam kehidupan masyarakat.' Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan dan 
tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Senada dengan Bernes dan Teerers, 
Emile Durkheim menyatakan bahwa: 


“Crime is present not only in the majority of societies of one particular species 
but in all society that is not confronted with the problem of criminality. It is 
form changes: the act thus characterize are not the same every where: but every 
where and always, there have been men who have behaved in such a way as to 
draw upon themselves penal repression.? 


1. Nyoman Nurjaya, Profil Penjahat White Collar, Malang: Universitas Brawijaya, 
1989, hlm. 1. 

?Emile Durkheim, “Crime as a Normal Phenomenon”, dalam buku: J.E. Sahetapy, 
Bacaan Kriminologi I, Surabaya: Pusat Studi Kriminologi Univ. Airlangga, 1987, hlm. 6. 
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(Terjemahan bebas: kejahatan tidak hanya hadir dalam mayoritas 
masyarakat dari kelompok tertentu, tetapi dalam semua masyarakat. Tidak 
ada masyarakat yang tidak dihadapkan dengan masalah kriminalitas. Ini 
adalah perubahan bentuk: tindakan memiliki karekteristik yang tidak 
selalu sama, tetapi di setiap tempat pasti selalu ada orang yang berperilaku 
demikian, yang kemudian menarik diri mereka sendiri pada sanksi pidana). 


Dengan demikian, maka munculnya kejahatan dalam kehidupan 
bermasyarakat tidak perlu disesali, tetapi harus dicari upaya mengatasinya 
agar kualitas dan kuantitas kejahatan dapat ditekan serendah mungkin, 
sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. 


Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah 
sosial yang tidak hanya dihadapi oleh suatu masyarakat tertentu atau 
negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh 
masyarakat di dunia.? Pada masa kini masyarakat menaruh perhatian yang 
sangat besar terhadap lembaga pengadilan. Oleh karena itu, masyarakat 
khususnya korban kejahatan senantiasa menyoroti sistem peradilan di 
negaranya, sebagaimana juga terjadi di Indonesia. Namun demikian, proses 
penanggulangan kejahatan tidak semata-mata dapat dilakukan melalui 
lembaga pengadilan, tetapi dapat juga dilakukan melalui lembaga-lembaga 
sosial yang ada di masyarakat. 


Upaya menanggulangi kejahatan pada hakikatnya sangat erat kaitannya 
dengan kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang dikenal dengan 
istilah “politik kriminal”. Politik kriminal merupakan suatu kebijakan atau 
usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Marc Ancel merumuskan 
pengertian politik kriminal dengan kalimat “rational organization of the 
control of crime by society” atau “the rational organization of the social reaction of 
crime” (“organisasi yang rasional untuk mengontrol kejahatan yang terjadi di 
masyarakat” atau “organisasi yang rasional sebagai respons sosial terhadap 
kejahatan”).4 


Sementara itu, G. Peter Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Muladi, 
menjelaskan pengertian politik kriminal dengan menggunakan berbagai 
rumusan, antara lain:“the science of responses, the science of crime prevention, a 


'Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan 
Pidana Penjara, Semarang: CV Ananta, 1994, hlm. 11. 

“Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit 
Universitas Diponegoro, 2004, hlm. 7. 
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policy of disignating human behavior as crime,” dan “arational total of the responses 
to crime”S(ilmu pengetahunan yang memberi tanggapan, ilmu pengetahuan 
tentang pencegahan kejahatan, sebuah kebijakan yang didesain untuk 
mengatasi perilaku kriminal manusia, upaya rasional dalam merespons 
kejahatan). 


Kebijakan penanggulangan kejahatan memiliki ruang lingkup yang 
sangat luas dan dapat dilaksanakan melalui upaya pencegahan (preventif) 
serta upaya penindakan (represif). Dengan demikian, upaya penanggulangan 
kejahatan dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti penyuluhan dan 
penerangan hukum (preventif), pencegahan tanpa penerapan pidana serta 
dengan proses pidana atau melalui penerapan hukum pidana (represif). 


Upaya preventif dan represif dalam penanggulangan kejahatan ini 
berbeda dengan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum 
represif yang dikemukakan Philipus M. Hadjon. Perbedaan tersebut 
terjadi karena konsep perlindungan hukum preventif dan represif yang 
dikemukakan Philipus M. Hadjon memang berbeda dengan konsep upaya 
preventif dan upaya represif dalam penangggulangan kejahatan. Konsepsi 
yang dikemukakan Hadjon tersebut terkait dengan “kesewenang-wenangan' 
tindakan aparatur pemerintah yang ada dalam ranah hukum administrasi. 
Menurut Hadjon, pada perlindungan yang preventif kepada rakyat diberikan 
kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya 
sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal 
ini berarti perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah 
terjadinya keputusan yang merugikan rakyat yang dapat melahirkan 
sengketa. Sementara itu, perlindungan hukum yang represif bertujuan 
untuk menyelesaikan sengketa dan sekaligus memulihkan kerugian yang 
diderita oleh rakyat. 


Pendapat Hadjon tersebut dikemukakan dalam ranah hukum 
administrasi, terkait dengan tindakan aparatur negara yang didasarkan 
pada kebebasan bertindak (freies ermessen). Sebelum aparatur pemerintah 
menerbitkan suatu keputusan,warga negara diberi kesempatan mengajukan 
keberatan atau pendapatnya. Tujuannya ialah agar keputusan tersebut tidak 


SIbid., hlm. 7. 

SPhilipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia sebuah Studi tentang 
Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan 
Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1985, hlm. 2. 
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merugikan pihak-pihak tertentu. Kesempatan untuk mengajukan keberatan 
inilah yang dinamakan sarana perlindungan hukum preventif, yaitu sarana 
yang digunakan untuk mencegah terjadinya keputusan pemerintah yang 
sewenang-wenang. Sementara perlindungan hukum represif ialah sarana 
yang digunakan oleh warga negara untuk mengajukan keberatan (gugatan) 
setelah keputusan yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah ternyata 
menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. 


Gambaran sederhana mengenai konsep perlindungan hukum preventif 
dan represif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon tersebut bila 
diterapkan dalam hukum pidana dapat dilihat dalam konsep upaya hukum 
banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK).Upaya hukum banding 
dan kasasi merupakan sarana bagi terdakwa untuk mengajukan sebelum 
putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht ven gewijsde), 
sehingga dapat dikatakan sebagai sarana perlindungan hukum preventif. 
Sementara itu, upaya hukum PK merupakan sarana bagi terpidana untuk 
mengajukan keberatan setelah putusan hakim memiliki kekuatan hukum 
tetap, sehingga dapat dikatakan sebagai sarana perlindungan hukum 
represif. 


Walaupun upaya preventif dan represif dalam penanggulangan 
kejahatan berbeda dengan perlindungan hukum preventif dan represif, 
yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, namun sebenarnya upaya 
preventif dalam penanggulangan kejahatan dapat pula dikatakan sebagai 
upaya negara dalam memberikan perlindungan secara preventif kepada 
masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan. Begitu pula dengan 
upaya represif dalam penanggulangan kejahatan pada hakikatnya juga 
dapat dikatakan sebagai upaya negara dalam memberikan perlindungan 
secara represif kepada masyarakat agar kejahatan di masa mendatang tidak 
terulang lagi. Hal ini sejalan dengan pendapat Muladi yang pada intinya 
menyatakan, bahwa proses pemidanaan pada hakikatnya merupakan 
upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, 
khususnya yang menjadi korban kejahatan.” 


Sehubungan dengan masalah penanggulangan kejahatan, Barda 
Nawawi Arief mengemukakan secara garis besar bahwa upaya 
penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: melalui 
jalur “penal” (hukum pidana) dan melalui jalur non penal (di luar hukum 


'Muladi, Op. Cit., hlm. 66 dan 72-73. 
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pidana).? Upaya penal dilakukan melalui penerapan hukum pidana yang 
lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindakan/penumpasan/ 
pemberantasan) setelah kejahatan terjadi. Sebaliknya, upaya non penal 
lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/ 
pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Sasaran utama upaya non penal 
adalah faktor-faktor kondusif pemicu terjadinya kejahatan. 


Menurut Sudarto, pembedaan jalur penal dan non penal merupakan 
pembedaan secara kasar, karena pada hakikatnya tindakan “represif” 
(penindakan) merupakan tindakan “preventif” (preventif) dalam arti luas.” 
Sebaliknya, dapat pula dikatakan bahwa tindakan pencegahan (preventif) 
pada hakikatnya merupakan upaya pemberantasan kejahatan dalam arti 
luas. 


Penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana 
(penal), merupakan kegiatan yang didahului penentuan tindak pidana 
(kriminalisasi) dan penentuan sanksi yang dapat dibebankan kepada pelaku 
tindak pidana. Sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu derita yang 
harus diterima sebagai imbalan dari perbuatannya yang telah merugikan 
korban dan masyarakat. Kondisi seperti ini sering kali justru menjauhkan 
hukum pidana dari tujuannya, yaitu menyejahterakan masyarakat. Dengan 
demikian sudah seharusnya penentuan dan penjatuhan sanksi dilakukan 
berdasarkan pertimbangan serius, dengan harapan hukum pidana akan 
mampu berfungsi melindungi kepentingan negara, korban, dan pelaku 
tindak pidana. 


Upaya penal dilakukan melalui sebuah proses peradilan pidana yang 
dijalankan dalam bingkai sistem, yaitu sistem peradilan pidana (criminal 
justice system). Secara sederhana proses peradilan pidana dapat diartikan 
sebagai mekanisme bekerjanya aparatur penegak hukum, meliputi 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, dalam 
mengusut dugaan terjadinya tindak pidana, mencari alat bukti, menemukan 
pelakunya, dan membawanya ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman 
yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini dapat diartikan bahwa 
penyelenggaraan peradilan pidana ialah bekerjanya hukum acara pidana 
yang dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan 


'Barda Nawawi Arief, Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 
Bahan Seminar Kriminologi VI di Semarang tanggal 16-18 September 1981, hlm. 2. 
?Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 118. 
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penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk 
mendapatkan keputusan. 


Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana dianggap 
berhasil menjalankan tugas utamanya menanggulangi kejahatan, bila 
sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi 
korban kejahatan dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku kejahatan 
ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat hukuman 
(pidana). Keberhasilan sistem peradilan pidana menghukum pelaku 
kejahatan akan membawa dampak ketenteraman bagi masyarakat, 
sebaliknya kegagalannya dapat menggoyahkan kepercayaan masyarakat 
pada pelaksana sistem dan dapat mendorong pelaku kejahatan lebih berani 
melakukan perbuatannya. Adapun tujuan akhir dari sistem peradilan pidana 
ialah terwujudnya suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan 
sejahtera (tata tentram kerta raharja)." 


Tidak dapat disangkal bahwa sistem peradilan pidana dianggap ber- 
hasil apabila penegak hukum mampu membawa pelaku kejahatan ke peng- 
adilan untuk mendapatkan hukuman. Namun, dalam banyak kasus ternyata 
masyarakat sering kali menghendaki agar dalam kasus-kasus tertentu pe- 
nuntutan tidak perlu dilakukan oleh kejaksaan karena mereka memandang 
bahwa penuntutan tersebut tidak setimpal (tidak adil), dibandingkan 
pelanggaran hukum yang dilakukan. Beberapa kasus tersebut antara lain: 


1. Kasus pencurian semangka yang dilakukan oleh Basar Suyanto dan 
Kholil, warga Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur. 
Dalam kasus yang nilai kerugiannya sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh 
ribu rupiah) tersebut, keduanya dinyatakan bersalah oleh Pengadilan 
Negeri Kediri dan dijatuhi hukuman 15 hari dengan masa percobaan 
satu bulan." Kasus itu sempat mendapatkan sorotan masyarakat 
karena penuntutan atas kasus tersebut dinilai mengesampingkan nilai 
keadilan masyarakat, dan dianggap berbanding terbalik dengan kasus 


'Topo Santoso, Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan, Depok: Pusat Studi 
Peradilan Pidana, 2000, hlm. 23. 

"Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: 
Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas 
Indonesia, 1994, hlm. 84. 

2Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, 
hlm. 19. 

Bhttp://regional.kompas.com/read/2009/12/16/13074643/pencuri.semangka.di-voni. 15. 
hari.penjara, diakses tanggal 20 Desember 2012. 
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para koruptor yang hingga kini belum tuntas, sehingga ada kesan 
bahwa terjadi “tebang pilih” dalam proses penegakan hukum. Selain 
itu terdakwa sebelumnya juga sempat ditahan sehingga hal tersebut 
sangat mengganggu perekonomian keluarganya. 


2. Kasus pencurian tiga biji buah kakao dari kebun milik PT Rumpun 
Sari Antan 4 yang dilakukan Nenek Minah (55), warga Desa 
Darmakradenan Kecamatan Ajibarang Banyumas Jawa Tengah. Saat 
kejadian, sebenarnya Nenek Minah telah mengembalikan biji kakao 
tersebut serta mengajukan permintaan maaf pada mandor yang 
menangkapnya. Selain itu harga tiga biji kakao tersebut juga sangat 
kecil sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Kasus tersebut 
disidangkan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dan Nenek Minah 
dinyatakan bersalah, namun yang bersangkutan tidak harus menjalani 
hukuman asalkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari ke depan tidak 
melakukan tindak pidana.“ Kasus Nenek Minah juga mendapatkan 
sorotan dari masyarakat yang selalu membandingkannya dengan 
fenomena korupsi yang dianggap sama dengan tindak pidana pencurian 
yang dilakukan oleh masyarakat kelas atas, namun sering kali pelaku 
lolos dari jeratan hukum dengan alasan kurang bukti. Sedangkan 
pada kasus Nenek Minah, simbol masyarakat kelas bawah, hukum 
berlaku tegas dan Nenek Minah harus menghadapi pengadilan karena 
pencurian yang tidak seberapa nilainya. 


3. Kasus pemotongan pohon bambu yang dilakukan oleh Budi Hermawan 
(24) dan Munir (18) warga Desa Tampingan Kecamatan Tegal 
Rejo Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Keduanya bahkan sempat 
dijebloskan Jaksa ke LP Magelang sampai akhirnya Hakim Pengadilan 
Negeri Magelang membebaskannya. Selama proses persidangan tidak 
henti-hentinya warga Desa Tampingan lainnya melakukan demonstrasi 
di kantor Kejaksaan dan Pengadilan menuntut agar warganya segera 
dibebaskan. Mereka beranggapan proses hukum kepada kedua 
terdakwa dianggap tidak adil karena pohon bambu tersebut merintangi 
jalan sehingga harus dilakukan pemotongan. ' 


MJbid. 
15http://news.detik.com/read/2012/11/27/110650/2102349/10rapikan-pohon-bambu- 
dipenjara-ratusan-warga-kirim-nasi-tumpeng-ke-jaksa?, diakses tanggal 20 De-sember 2012. 
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Dalam berbagai kasus di atas, pada intinya masyarakat tidak puas dan 
mempersoalkannya upaya penuntutan yang dilakukan kejaksaan terhadap 
para pelaku kejahatan. Bahwa penuntutan terhadap kasus-kasus semacam 
itu justru menimbulkan ketidakadilan dan ketidaktenteraman serta dapat 
menggoyahkan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena 
itu, muncul gagasan agar kasus-kasus semacam itu dapat diselesaikan di 
luar pengadilan (Out of Court Settlement). 


Istilah ini semakin populer sejak diungkapkan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono dalam kasus Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah 
(Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) yang diduga 
menerima suap dari Anggoro Widjodjo. 


Menurut Satjipto Rahardjo: 


“dengan adanya pernyataan Presiden tersebut, rakyat mendapat 
pelajaran baru (konsep baru), yaitu penyelesaian perkara (pidana) 
dapat juga dilakukan di luar pengadilan. Sebab selama ini publik 
pada umumnya berpendapat bahwa perkara hanya dapat dan boleh 
diselesaikan melalui pengadilan, yang dalam hal ini ialah Pengadilan 
Negeri (PN).”!5 


Lebih lanjut dinyatakan bahwa: 


“penyelesaian perkara di luar pengadilan merupakan hal biasa bagi 
mereka yang menggunakan optik sosiologi hukum dalam memandang 
hukum. Namun, tidak demikian bagi mereka yang berpikir formal 
legalistik. Sebab kaum legalis lebih mengutamakan bentuk sedangkan 
sosiologi hukum melihat pada fungsi.” 


Sebenarnya, para legalis tidak selalu menolak proses penyelesaian 
perkara di luar pengadilan. Mereka juga mengakui adanya proses 
penyelesaian perkara, tanpa harus membawa kasus tersebut ke pengadilan. 
Hanya saja proses penyelesaian perkara di luar pengadilan juga harus ada 
dasar aturan yang tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan. 


Terkait dengan aturan tertulis Lilik Mulyadi menyampaikan bahwa: 


“Mediasi penal dalam dimensi hukum negara (ius constitutum) sejatinya 
memang belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi, di 
antara pihak-pihak yang sepakat dan tidak sepakat untuk diterapkan. 


'6Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 3. 
an . p J 4 2 
Ibid. 
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Persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian 
sengketa pidana, terkait dengan domain superioritas negara dengan 
superioritas masyarakat kearifan lokal. Selain dimensi di atas, implikasi 
lain sebenarnya eksistensi mediasi penal dapat dikatakan antara “ada” 
dan “tiada”. Dikatakan demikian, di satu sisi oleh karena mediasi penal 
dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan 
Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal 
secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial” 8 


Beberapa fakta menunjukkan bahwa eksistensi mediasi penal dalam 
sistem peradilan Indonesia, antara “ada” dan “tiada”, antara lain adalah:' 


1. Selama ini telah ada beberapa peraturan di bawah undang-undang 
yang mengatur tentang mediasi penal, namun sifatnya masih terbatas 
dan parsial. Beberapa aturan tersebut, antara lain: 


a. Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XI1/2009/SDEOPS tanggal 14 
Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative 
Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kapolri Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi 
Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. 
Kedua, peraturan tersebut mengatur tentang penanganan 
kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi kecil, 
disepakati para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah 
mufakat, dilakukan dengan harus menghormati norma sosial/adat 
serta memenuhi asas keadilan dan apabila dicapai melalui ADR 
pelakunya tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain, dan 


b. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan 
Kepastian Hukum kepada Debitur yang telah Menyelesaikan 
Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak 
Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban 
Pemegang Saham. Dalam Inpres tersebut terdapat ketentuan 
yang menyatakan, terhadap debitur (dalam kasus Bantuan 
Likuiditas Bank Indonesia) yang telah melunasi kewajibannya 
akan dibebaskan dari tuntutan pidana. 


'8Lilik Mulyadi, et. al. Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. (Laporan 
Penelitian). Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil 
Mahkamah Agung RI, 2011, hlm. 11-12. 

Lihat selengkapnya dalam: Ibid., hlm. 12-15. 
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2. Praktik mediasi penal walaupun secara normatif tidak diatur oleh 
undang-undang (hukum positif), tetapi terjadi pada masyarakat 
Indonesia. Praktik mediasi penal misalnya telah dilakukan melalui 
Sidang Adat terhadap Thamrin Amal Tamagola yang dilakukan oleh 
Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) yang diberi nama “Persidangan 
Dayak Maniring Tuntang Manetes Hinting Bunu” antara masyarakat 
Dayak dengan Thamrin di Betang Nagnderang, Palangkaraya, 
Kalimantan Tengah pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2011. 


3. Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) RI mengakui adanya mediasi 
penal melalui eksistensi peradilan adat. Misalnya, sebagai salah satu 
contoh adalah Putusan MA RI No. 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 
1991 di mana dalam ratio decidendi putusan disebutkan bahwa apabila 
seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka 
Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat), maka yang bersangkutan 
tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam 
persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan 
dakwaan yang sama, melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana 
penjara menurut ketentuan KUHP |Pasal 5 ayat (3) sub b UU Darurat 
Nomor 1 Tahun 1951), sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan 
berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di pengadilan negeri (PN) 
harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 
Konklusi dasar dari yurisprudensi tersebut mengakui eksistensi 
peradilan adat di mana adanya mediasi penal antara pelaku dengan 
korban, kemudian penjatuhan “sanksi adat” tersebut dilakukan sebagai 
suatu pemulihan keseimbangan antara pelaku dengan masyarakat 
adatnya sehingga keseimbangan antara alam kosmis dan nonkosmis 
menjadi kembali seperti sediakala. 


4. Putusan PN Jakarta Utara-Timur Nomor: 46/Pid/78/UT/WAN tanggal 
17 Juni 1978 dalam perkara Ny. Ellya Dado, lazim disingkat sebagai 
“Kasus Ny. Elda”, menyatakan bahwa adanya penyelesaian secara 
“perdamaian”, maka perbuatan di antara para pihak tidak merupakan 
suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat dihukum lagi, dan oleh 
karenanya melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Ratio 
decidendi putusan tersebut juga dipergunakan Mahkamah Agung dalam 
mengadili perkara pada tingkat PK Nomor: 107/Pid/2006 tanggal 21 
November 2007. 
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Di beberapa negara (Eropa Kontinental) dengan Civil Law System-nya 
yang mengedepankan hukum tertulis, dianut kebijaksanaan untuk tidak 
melakukan penuntutan terhadap suatu perkara pidana demi kepentingan 
umum atau yang dikenal dengan istilah asas oportunitas. Di luar asas 
oportunitas, dikenal pula penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh 
Kejaksaan yang diatur oleh undang-undang. Penyelesaian perkara pidana 
tersebut adalah penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. 
Penghentian perkara pidana seperti ini dapat dilakukan apabila memenuhi 
syarat-syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang. 


Asas oportunitas sebenarnya telah dianut oleh Kejaksaan Republik 
Indonesia sejak zaman dahulu. Asas ini mula-mula berlaku atas dasar 
hukum tidak tertulis dari hukum Belanda dan sudah dipraktikkan Jaksa di 
Indonesia dalam bentuk penghentian penuntutan perkara, sekalipun alat 
bukti dalam perkara tersebut dipandang cukup. Dalam bahasa ilmiahnya 
disebut “penghentian penuntutan karena alasan kebijakan (policy)” dan 
dalam bahasa sehari-harinya disebut “mengesampingkan perkara” .2 


RM. Surachman berpendapat: 


“Untuk mencegah hal-hal negatif, misalnya komersialisasi jabatan 
dan kolusi, asas oportunitas tersebut, sejak tahun 1961 hanya 
diberikan kepada Jaksa Agung RI. Oleh karena itu, bila jaksa ingin 
mengesampingkan perkara yang bukti-bukti dan saksinya cukup, ia 
harus memohon agar perkara tersebut dikesampingkan oleh Jaksa 
Agung.“ 

Setelah wewenang mengesampingkan perkara hanya diberikan kepada 
Jaksa Agung, kini para jaksa di Indonesia hanya memiliki wewenang 
menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara. Penghentian 
penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang mengatur 3 (tiga) 
keadaan yang membolehkan jaksa tidak menuntut perkara karena alasan 
teknis, yaitu: (1) tidak terdapat cukup bukti, atau (2) peristiwa tersebut 
ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau (3) perkara ditutup demi 
hukum, misalnya: terdakwa meninggal dunia, atau perkaranya daluwarsa, 
atau perkaranya sudah diputus oleh pengadilan (nebis in idem). Ketiga alasan 
tersebut, tentu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perkara 


2RM. Surahman, Mozaik Hukum I: 30 Bahasan Terpilih, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 
1996, hlm. 73. 
21 bid. 
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pidana di luar pengadilan, apabila perkara yang ingin diselesaikan di luar 
pengadilan tidak memenuhi ketiga alasan tersebut. Namun, masyarakat 
menginginkan agar kejaksaan tidak melakukan penuntutan terhadap 
perkara-perkara kecil seperti pencurian ringan, kerugian kecil, ataupun 
pelaku sudah tua, dan sebagainya. 


Penggunaan penyelesaian perkara di luar pengadilan, memang terasa 
janggal dalam penegakan hukum pidana berdasarkan asas ius punale dan ius 
puniendi. Asas ius punale memberikan hak kepada negara untuk menjalankan 
ketentuan perundang-undangan tentang hukum pidana baik materiil 
maupun formil melalui alat-alat negara.? Sementara itu, asas ius puniendi 
memberikan hak kepada negara untuk menjatuhkan pidana pada seseorang 
yang telah terbukti bersalah oleh lembaga pengadilan dan melakukan 
eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan.? Merujuk pada kedua asas 
tersebut, maka lahir pemikiran bahwa sistem penyelesaian perkara pidana 
hanya dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan. 


Konsepsi tersebut pada akhirnya menimbulkan masalah yang berimbas 
pada lembaga peradilan, berupa terjadinya penumpukan perkara dan kinerja 
hakim dan jaksa dipertanyakan karena semua perkara dari yang ringan 
sampai yang berat harus dituntut oleh jaksa dan diperiksa oleh hakim. 
Fakta seperti itu, seolah-olah menunjukkan bahwa Kejaksaan Indonesia 
menganut asas kewajiban menuntut atas semua perkara pidana (mandatory 
prosecution). Kemudian, penuntutan perkara pidana yang dilakukan oleh 
jaksa kadang kala dinilai masyarakat kurang tepat karena kerugian yang 
diderita korban terlalu kecil atau pelakunya sendiri secara sosiologis 
dianggap oleh masyarakat tidak layak untuk diproses ke pengadilan. 


Akibat legalistik penuntutan oleh kejaksaan, maka banyak pelaku tindak 
pidana yang dijatuhi hukuman pidana. Akhir dari penjatuhan pidana adalah 
terpidana menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dampaknya, 
Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) 
menjadi penuh, yang melahirkan masalah kompleks sehingga tujuan 
pemasyarakatan dan kemanfaatannya tidak dapat dirasakan masyarakat. 


2Fva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan 
Pemberat Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 37. 
2Jbid., hlm. 37. 
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Dalam hal ini, Romli Atmasasmita berpendapat: 


“Manfaat satu-satunya menempatkan orang di dalam penjara selama 
waktu yang cukup lama yang pasti pelaku kejahatan mengalami 
terisolasi fisik dan mental dan bahkan mendekati “kematian perdata” 
seumur hidupnya, lebih buruk lagi berujung pada kematian. Negara 
tidak mengambil manfaat, bahkan kenyataannya negara menanggung 
beban ekonomi yang tinggi (high cost economy)”. 


Berkaitan dengan pidana, Aswanto menyatakan: 


“Secara sosiologis, tujuan-tujuan normatif unfikasi tersebut tidak 
selalu mencapai tujuan bahkan dapat terjadi sebaliknya. Memaksakan 
persamaan pada masyarakat yang berbeda malahan dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum dan ketidakadilan” .? 


Sejalan dengan itu Sukarno Aburaera berpendapat seandainya hukum 
lepas dari norma-norma keadilan kemungkinan ada norma hukum yang 
ditetapkan adalah hukum yang tidak adil. 


Pemikiran bahwa penyelesaian perkara pidana hanya dapat dilakukan 
melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan retributif, ternyata 
banyak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Untuk itu, kiranya 
perlu perubahan pendekatan, yaitu melalui penyelesaian perkara pidana 
di luar pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif (Restorative Justice). 


“Romli Atmasasmita, “Efektivitas Hukuman Badan (Penjara)”, dalam: Harian 
Seputar Indonesia, 14 Februari 2013, hlm. 3. 

25Aswanto, Hukum Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilih, Yogyakarta: 
Rangkang Education, 2012, hlm. 16. 

26Sukarno Aburaera, Kekuasaan Kehakiman Indonesia, Makassar: Asia Timur, 2012, 
hlm. 155. 
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